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PERATURAN BUPAT| JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011

Menmbang

Mengingat

BUPATI JEPARA,

bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 28 Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasitan berdasarkan beban kena.
prestasi kenja sesta pertimbangan obyektif lainnya:

bahwa uniuk meningkatkan knera dan motvasi kefa

Pegawai daerah d lingkungan Pemerntah Kabupaten Jepara
T

dan untuk malaksanakan Nota Kesepakatan Nomor %

tentang Kesepakatan Kebjakan Umum Anggaran Tahun
Anggaran 2011 tertanggal 23 September 2010 maka periu
diberkan tambahan penghasian bag pegawai:

bahwa berdasarkan pertimbangan huuf a dan huruf b periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan
Bagi Pegawai d Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
Tahun 2011,

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinst Jawa
Tengah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian {Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana lelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1989 (Lembaran MNegera
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republk hdonesia Tahun 2003
Nomot 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 4286),

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubbk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Paraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubik
Indsnecia Tahon Xid Nomor 53 Tambahan Lembaran



8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teraidr
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan
Lambaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4438);

8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republi Indenesia
Nomor 4585);

9 Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 19680 tentang
Pecaturan Oisipin Pegawar Negen Sipll (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 18980 MNomor 50 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 3176);

10.Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi a Nomor 4578);

11.Peraturan [Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republ k Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tabun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4841);

13. Peraturan Pemernntah Nomor 41 Tahun 2008 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 85 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan
Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipii

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Pearaturan Menten Oalam
MNegeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang #Perubahan Atas
Peraturan Mentenn Dalam MNegeri Nomor 13 Tahur 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

16 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tats Kerja Badan Pelayanan Penzinan
Terpadu Kabupaten Jepara {Lembaran Daerah Kabupalen
Jepara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 10);



Menetapkan

17 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008
teréang Organisasi dan Tata Kena Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Deerah Kabupaten
Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Dearah
Kabupaten Jepara Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Ker@a Sekretanst Daeranh dan
Sekretariat Oewan Perwakian Rakyat Daerah Kabupaten
Jepara {(Lembaran Daersh Kabupaten Jepara Tahun 2010
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 16)

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepaa Nomor 17 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kera Dinas Daerah Kabupaten
Jepara, (L.embaran Daersh Kabupaten Jepaa Tahlun 2010
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daersh Kabupaten Jepara
Nomor 17);

20 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomwor 18 Tahun 2010
tentang Orgarisasi dan Tata Kerm Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Jepara {Lembaran Daerah Kabupaten Jepaa
Tahun 2010 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Japara Nomar 18);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jepara {Lembaran Daerah WKabupaten Jepara
Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Jepara Nomor 189);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Jepaa Nomor 25 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 201% (Lembaran Daesrah Kabupaten Jepara Tahun
2010 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

:PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN BAG PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAM
KABUPATEN JEPARA TAHUN 20114

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatt in yang dimaksud dengan :

v.

Doerah adalah Kabupaten Jepara;

2. Pememtah Daerah adalah Bupat dan perangkat daersh sebagal unsur

3

penyelenggsra pemai.ntahan daerah;
sdalah Pegawa Negen Sl (PNS) dan Calon Pegawai Negen S

Pl = TE-LT ) Do | = Fogpeey e e o .



4. Pejabal Struktural adalah PNS yang memangku jabatan Eselon d | nghungan
Pemerintah Kabupaten Jepara;

5 Non Struktural adalah PNS dan Calon PNS yang tidak memangku jabatan
struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, dan tidak termasuk guru,

6. Tambahan Penghasilan adalah sejumiah vang yang ditenmakan kepada
Pegawai Kabupaten Jepara dalam rangka peningkatan kesgahteraan;

7. Guru adalah Pegawai Neger Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negen Sipi
Daerah yang diangkat dan ¢ lugaskan dalam jabatan Guru sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai satuan adminstrasi
pangkal pada Taman Kanak-kanak / Taman Kanak-kanak Luar Biasa / Raudiatul
Athfal / Bustanul Athfal Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah
Ibtidaivah, Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah
Alas Lusr Blasa / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah / Madrasah
Aliyah Kejuruan atay bentuk lain yang sederajat.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasiian adalah untuk meningkatkan kinerja,
digiplin, dan semangat kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemenntah Kabupaten
Jepara,

BAB I
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1)Kepada Pejabat Strukiural, Non Struktural dan Guru diberikan tambahan
penghasilan setiap bulan.

(2) Besamya tambahan penghasian bagi Pejabat Struktural, Non Struktural dan
Guru sebagaimana dimaksud ayal (1) adalah sebesar sesuai dengan Larmp ran
|, Lampiran I, dan Lampiran Il yang merupakan bagian tdak terp sahkan dar
Peraturan ini.

{3) Bagi Pejabat Struktural, tambahan penghasilan dibernkan mulai bulan benkutnya
setelah pealantikan.

{4) Bagi Guru, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan benkuinys setelah yang
bersangkutan diangkat sebagai Guru menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Tambahan penghasilan bagi Guru dibenkan kepada Guwu yang belum menenma
tunjangan profesi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 diberikan
terhi ng mulai tanggal 1 Januan 2011,

BAR IV
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Penghentian tambahan penghasilan dilakukan apabila :

1.

2

Menjalani cuti d luar tanggungan negara
Menjalani cull besar.

Menjalani citi bersalin.

Mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik.
Menijalani bebas tugas (BT).

Jumiah tidak hadir tanpa alasan yang Sah / mangkir kerja lebih dari 7 (tujuh) hari
kerja dalam 1 (satu) bulan.

Sedang mengajukan keberatan / banding terhadap putusan hukuman disiplin
berat. Apabila dikemudian har dinyatakan tidak terbukti bersalah maka akan

dibayarkan kembali sesuai dengan jumiah sejak mulai dihentikan pembayaran
tambahan penghasiian.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang berstatus tenaga titipan
dilvar instansi Pemenntah Daerah

Sebagal Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan i dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanjs Daerah Kabupaten Jepara.

Pasal 8

Dengan d tetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bag Pegawai dicabut dan
dinyatakan tdak betlaku lagi.



Pasal 9
Feraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aga setap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Japara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Tthevar 20

BUPATI JEPA

—
HENDRO MARTOJO

Diundangkan d Jepara
padatanggal 25 februwi 200 ‘w %_'
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BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 12



Lampean |  PERATURAN BUPATT JEPARA
Nomor - 9 Talhwn 10V
Tanggal @ 19 Rlorvor: ate

TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL
D1 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN DPPKAD KABUPATEN JEPARA

© = o0 o - b

by - | PENGHASILAN | =T
1 2 5 4
1. | ESELON 1 A7 SEKDA Rp. 5500.000 .-

2. | ESELON # B /ASISTEN / STAF AHLI Rp. 1.600.000. -

3 | ESELON Ml A / SEKRETARIS Rp. 650000
| 4 | ESELON Il B/KABID Rp. 475000
1

|

5 | ESELON IV A/KASUBAG Rp. 275000.-
| |
| 6 | NON STRUKTURAL Rp. 100000
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Lampwran N ; PERATURAN BUPATI JEPARA
Nomor 9 Talhwn 20
Tanggal - 25 Pchruan 108

TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL, NON STRUKTURAL DAMN GURU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
Dl LUAR SEKRETARIAT DAERAH

—

. TAMBAHAN | '

o~ __ JARRTAR _ PENGHASILAN | €T
1 2 3 | 4
' 1. | ESELON 1} B = | Rp. 650000,
| 2. | ESELON ili A ! Rp. 500.000.- |
3. | ESELON I 8 ‘ Ro. 350.000- |
| 4. | ESELON IV A ' Rp. 200000.- |
i 5. | ESELON iV B . Rp. 162.500- |
| 6 | ESELON VA  Re 150.000- |
7. | NON STRUKTURAL . Rp. 100000,- |
8 |GuRY 53 | Re. 250000 |
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Lampiran I - PERATURAN BUPATI JEPARA
Nomor - 4§ Tahen 20w
Tanggal : 15 Beheusn 100

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL, NON STRUKTURAL
DAN GURU YANG BERTUGAS Dl WILAYAH KECAMATAN KARIMUNJAWA

e

o URAIAN Pgm% !KET.i
| 1 . 2 3 | & E
1. | ESELON W A . Rp. 700000, ’

2 | ESELON 1l B . Rp. 550000 | |
" 3| ESELON IV A Rp.  400000.- |

4 | ESELON IV B | Rp.  362.500-

5. | ESELON V A Rp. 350.000,-

6 | DOKTER /KEPALA PUSKESMAS Rp. 1200000, |

7. | DOKTER Rp. 1.900000 -

B. | NON STRUKTURAL Rp. 300000 .- i
i 9. | GURU Rp. 450000- l |
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